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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Mekanisme proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 

tahun 2014 : 

a. Pembentukkan Tim Survey yang diketuai oles BPS dan pembuatan 

tata tertib survey oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau kota. 

b. Penentuan komponen dan paramater survey mengacu pada 

Permenakertrans Nomor : Per – 17 / MEN / VIII / 2005, sedangkan 

obyek survey adalah pasar tradisional yang telah disepakati oleh 

Dewan Pengupahan Kabupaten / Kota. 

c. Penetapan KHL oleh Tim Survey Kabupaten atau Kota untuk 

dijadikan salah satu bahan pertimbangan perhitungan nilai usulan 

UMK tahun 2014. 

d. Pembahasan dan penetapan nilai UMK tahun 2014 oleh DPK untuk 

direkomendasikan kepada Bupati atau Walikota setempat.  

e. Pengusulan UMK tahun 2014 oleh Bupati atau Walikota kepada 

Gubernur dengan tembusan kepada DPP dan kepala 

Disnakertransduk. 
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f. Pembahasan dan penentuan nilai UMK tahun 2014 se Jawa Timur 

oleh DPP dengan memerhatikkan usulan Bupati atau Walikota untuk 

direkomendasikan kepada Gubernur. 

g. Penetapan nilai UMK Tahun 2014 oleh Gubernur. 

2. UMK Surabaya tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 2.199,633,75 ( dua 

juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh 

lima sen ) dibulatkan menjadi Rp. 2.200.000,- ( dua juta dua ratus ribu ) 

per bulan tentu akan memberikan kemaslahatan bagi surabaya mengingat 

prediksi nilai KHL bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.763.180,47 ( satu 

juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah empat 

puluh tujuh sen ), asumsi inflasi RAPBN tahun 2014 sebesar 5,5% dan 

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2014 sebesar 7,5%. 

B. Saran  

1. Maksimalisasi peran pemerintah dalam urusan pengupahan yang ada di 

negara ini sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikkan baik pihak 

pekerja ataupun pengusaha, selain itu juga diharapkan mengawasi 

secara intern terhadap sesuatu yang berkaitan dengan upah yang ada 

dilapangan dan bisa mengontrol secara berkala terhadap pemberian-

pemberian upah. 

2. Diharapkan kepada pengusaha ataupun para buruh untuk mentaati 

aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga bisa menibulkan 

kesejahteraan bersama. 


